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ABSTRAK 
Nama  Penyusun : Muh. Azhar 
Nim    : 10100106025 
Judul  : PEMERIKSAAN PERKARA PRODEO  
PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA 
  
Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yaitu, Pemeriksaan Perkara 
Secara Prodeo Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, maka penulis 
merumuskannya dalam pokok masalah yaitu: bagaimana penyelesaian perkara prodeo 
pada Pengadilan Agama. Untuk menhindari kesimpang siuran dalam pembahasan 
skripsi nanti, maka penulis menggunakan metode yaitu, metode pendekatan 
diantaranya pendekatan yuridis dan pendekatan syari’ah. Untuk mendukung penulis 
dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 
library research (kepustakaan), dengan cara mengutip langsung maupun tidak 
langsung dari sumber data terkait. 
 Terjadinya perubahan nuansa politik yang cukup drastis, mengakibatkan 
perubahan yang cukup drastis disegala aspek kehidupan masyarakat. Terbukti dengan 
supremasi hukum yang belum bisa diwujudkan. Kondisi seperti inilah yang 
mengakibatkan perlindungan hukum terhadap masyarakat agar tercipta suatu 
kepastian hukum serta supremasi hukum dapat ditegakkan. Dalam hal ini, kepastian 
hukum/keadilan bukan hanya dapat di rasakn oleh orang yang berduit, namun juga di 
perlukan oleh para pencari keadilan yakni warga yang tidak mampu.  
Terhadap  masyarakat yang kurang mampu mendapat bantuan hukum dalam  
beracara perdata yaitu; diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tampa 
membayar biaya perkara (prodeo). Dengan jalan berperkara Prodeo lah  mereka dapat 
menikmati keadilan yang didambakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi dari Undang- undang Dasar tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal 
tersebut di atas tidak terlepas dari syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Keadaan masyarakat Indonesia yang pada umumnya buta huruf dan tidak 
mampu, membuat pemenuhan keadilan bagi sebahagian orang merupakan hal yang 
harus dibayar mahal. Adanya ketimpangan hal tersebut menjadikan kesenjangan 
dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. 
Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak hanya dalam aspek 
pemenuhan keadilan, tetapi hampir di semua aspek kehidupan sehari- hari yang 
mereka jalani. Puas ataupun tidak masyarakat merasa bahwa mereka tidak punya 
kekuatan untuk mengadu pada pemerintah yang seharusnya dapat memberikan 
pelayanan lebih baik. 
Adanya tekanan beban hidup yang harus tercukupi oleh masyarakat, 
membuat sebahagian masyarakat miskin terpicu untuk melakukan tindakan yang 
dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini membuat pandangan 
masyarakat lainnya semakin sinis terhadap mereka. Tapi hal tersebut tidak membuat 
orang yang berkecukupan memiliki perhatian akan keberadaan orang-orang yang 
kurang mampu. Mereka menganggap keberadaan masyarakat miskin hanya sebagai 
benalu pada masyarakat yang merasa telah hidup berkecukupan. 
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Namun keadaan miskin tidaklah dapat menjauhkan masyarakat yang 
kekurangan pada masalah yang dapat membuat mereka merasakan keberadaan hukum 
di negara kita. Sebagai warga negara Indonesia yang pada umumnya terikat pada 
hukum yang telah dibuat oleh pemerintah guna tertibnya kehidupan bermasyarakat di 
Indonesia. 
 Pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan umum yang vital bagi 
masyarakat akhirnya dapat melihat permasalahan itu dan memandang perlu 
mengeluarkan beberapa kebijakan yang memudahkan masyarakat kurang mampu 
untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu hal yang sangat vital adalah pemenuhan 
keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut pemenuhannya 
membutuhkan biaya yang tidak dapat dikatakan murah oleh sebahagian masyarakat 
Indonesia. 
Pengajuan hal yang disangkakan telah terjadi pelanggaran hak seseorang 
pada pengadilan tidak dapat dilakukan tanpa terlepas dari biaya perkara yang harus 
dibayarkan sebelum penanganan perkara yang diajukan. Hal tersebut yang membuat 
kebanyakan masyarakat yang kurang mampu tidak dapat memenuhi keadilan yang 
seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. 
Namun dalam hal pengajuan perkara oleh masyarakat kurang mampu, 
hukum acara membuka kemungkinan untuk berperkara secara “prodeo” atau “tanpa 
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biaya” 1. Masalah pengajuan perkara secara prodeo atau tanpa biaya juga diatur dalam 
pasal 235 HIR/271 R.Bg dan pasal 237 HIR/273 R.Bg, “Barang siapa hendak 
berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar 
ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos” 2.  
Akan tetapi proses pengajuan perkara secara prodeo bukanlah proses yang 
mudah. Pengajuan penanganan perkara secara prodeo atau tanpa biaya harus melalui 
beberapa proses dan memerlukan beberapa surat keterangan dari pihak yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas 
mengenai hal perkara prodeo atau tanpa biaya dalam ruang lingkup pengadilan 
agama, guna mengetahui konsep dan penerapan penanganan perkara prodeo  yang 
dilaksanakan pada pengadilan agama. 
Pengadilan Agama Makassar merupakan pengadilan yang sudah masuk pada 
golongan kelas IA, ini disebabkan karena banyaknya perkara-perkara yang masuk dan 
diproses pada pengadilan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kami selaku penulis 
memilih Pengadilan Agama Makassar sebagai lokasi penelitian guna untuk 
melengkapi data-data kami dalam penyusunan skripsi ini. 
 
 
                                                           
1
 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 
1989 ( Cet IV; Jakarta; Sinar Grafika, 2007 ) h. 92  
2
 M. Fauzan, Pokok – Pokok Hukum Acara Pardata Peradilan Agama Dan Mahkamah 
Syar’iyah Di Indonesia ( Cet I; Jakarta; Prenada Media, 2005 ) h. 14  
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B . Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka yang 
menjadi masalah pokok dalam hal ini adalah : Bagaimanakah pemeriksaan perkara 
secara prodeo pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. 
Dalam meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai hal tersebut di atas maka 
terdapat beberapa sub masalah : 
1. Bagaimana suatu perkara dapat dinyatakan sebagai perkara prodeo. 
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara secara prodeo pada tingkat 
pertama di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. 
C. Defenisi Operasional 
Adapun judul skripsi ini adalah “Pemeriksaan Perkara Secara Prodeo pada 
Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.” Selanjutnya kami akan mencoba 
memaparkan beberapa pengertian dari judul skripsi ini, agar jelas batasan masalah 
yang akan kami bahas selanjutnya dan tidak menyimpang dari tujuan sebenarnya. 
Pemeriksaan adalah proses, perbuatan, cara pemeriksaan3. 
Perkara adalah urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)4. Adanya 
sengketa yang kemudian tidak dapat diselesaikan secara damai tanpa adanya konflik 
yang akan merugikan salah satu pihak. 
                                                           
3Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. 9 ; Jakarta: 
Balai Pustaka, 1988), h.755. 
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Prodeo adalah cuma-cuma tampa biaya5. 
Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara6. Tempat di 
mana masyarakat mencari keadilan bagi diri dan hal yang melekat padanya seperti 
perkara penetapan nikah. 
Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan 
kewajiban- kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.7 Agama yang 
dimaksud di sini adalah khusus bagi orang yang beragama islam. 
Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang 
beragama islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku.8 
Adapun defenisi operasional dari judul Pemeriksaan Perkara Secara Prodeo 
Pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yaitu proses atau perbuatan yang perlu 
diselesaikan terhadap perkara cuma- cuma (tampa biaya), yang dilakukan oleh dewan 
atau majelis pada badan peradilan khusus untuk orang yang beragama islam  yaitu 
Perdilan Agama. Dalam hal ini, Peradilan Agama kelas IA Makassar. 
 
                                                                                                                                                                     
4Ibid., h.757 
5Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetio, Kamus Hukum (Cet. 6 : Jakarta: Sinar Grafika, 
2000), h.134. 
6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 7.  
7Ibid., h. 10 
8Ibid., h. 7 
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D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini membahas tentang ” Pemeriksaan Perkara Secara Prodeo pada 
Pengadilan Agama Kelas I A Makassar.” Dilihat dari sisi literaturnya dapat 
disimpulkan bahwa sumber yang dipakai yakni literatur yang membahas tentang 
perkara prodeo .  
Literatur tersebut antara lain : buku Hukum Acara Perdata Peradilan Agama 
menurut teori dan praktek yang dikarang oleh Umar Mansyur Syah, SH., dan 
diterbitkan oleh yayasan Al- Umaroh, memuat tentang hukum acara peradilan 
menurut teori dan praktek yang di dalamnya juga membahas tentang proses 
berperkara secara prodeo/cuma-cuma9. Selanjutnya buku Hukum Acara Perdata 
Indonesia yang dikarang oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., yang memuat 
tentang hukum acara perdata di Indonesia mulai dari pengajuan tuntutan hak, biaya 
perkara hingga pelaksanaan putusan10.  
Pembahasan mengenai perkara prodeo juga terdapat pada buku Kedudukan, 
Kewenangan dan Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh M. Yahya Harahap. 
Selain itu pada buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Agama yang  ditulis oleh Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., secara 
umum buku tersebut membahas tentang penerapan hukum acara perdata pada 
                                                           
9
 Umar Mansyur Syah,  Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek, 
(Garut : Al-Umaro, 1991), h. 35     
10
 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia,(Cet.I:Yogyakarta, 
Liberty,1993) h. 16. 
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lingkungan Peradilan Agama, juga dibahas tentang gugatan dengan cuma-cuma 
(prodeo)11.  
Kemudian pada buku Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama 
dan Mahkamah Syar’iah di Indonesia yang ditulis oleh Drs. M. Fauzan, SH., MM. 
pada buku tersebut dibahas tentang permhonan dan pemeriksaan perkara secara 
prodeo di tingkat pertama dan banding12. 
Sehingga secara umum apa yang dibahas dalam beberapa literatur di atas 
dapat kita pahami bahwa perkara prodeo merupakan perkara cuma-cuma yang 
diberikan kepada rakyat miskin pencari keadilan yang kemudian dibiayai oleh 
pemerintah untuk mendapatkan keadilan. Demi terciptanya situasi yang kondusif   
bagi pencari keadilan untuk meyakini akan keadilan yang dituntutnya.  
Namun masih kurangnya literatur yang membahas tuntas dan jelas mengenai 
perkara prodeo, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian yang lebih 
mendalam mengenai penyelesaian perkara secara prodeo. Penyelesaian perkara 
khususnya perkara prodeo yang tepat dan benar akan mengantarkan masyarakat 
Indonesia pada kepuasan hukum dalam kehidupan yang damai dan sejahtera. 
 
 
                                                           
11
 Abdul Manan,  “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”,(Cet: 
ke-3:Jakarta, Prenada Media). H. 63 
12
 M. Fauzan, Pokok –Pokok Hukum Acara Pardata Peradilan Agama Dan Mahkamah 
Syar’iyah Di Indonesia ( Cet I; Jakarta; Prenada Media, 2005 ) h. 14,  
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E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam 
terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar 
belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di 
dalamnya.13 
2.Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang akan kami pakai adalah : 
a. Pendekatan yuridis adalah: pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 
aturan-aturan yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama termasuk 
yang mengatur tentang pemeriksaan perkara secara prodeo di Pengadilan 
Agama. 
b. Pendekatan Syari’ah yaitu digunakan untuk menganalisa pokok 
pembahasan  dalam tinjauan secara syari’ah. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data melalui penelitian sebagai berikut : 
                                                           
13Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Cet V;Jakarta;PT.RajaGrafindo,2003), 
h. 36  
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a. Penelitian pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis 
dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan mengakaji buku 
literatur yang berkaitan seperti : buku Hukum Acara Perdata Peradilan 
Agama menurut teori dan praktek yang dikarang oleh Umar Mansyur 
Syah, SH., buku Hukum Acara Perdata Indonesia yang dikarang oleh 
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., buku Kedudukan, Kewenangan 
dan Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, buku 
Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama yang  
ditulis oleh Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., buku Pokok-
Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iah 
di Indonesia yang ditulis oleh Drs. M. Fauzan, SH., MM., dan 
sebagainya. 
b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data lapangan 
dengan cara melakukan ; 
1. Observasi 
Adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek atau 
masalah yang akan diteliti. 
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2. Wawancara(interview) 
Adalah Penelitian lapangan dilakukan dengan Wawancara langsung kepada 
ketua, Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Makassar guna mendapatkan data yang 
diperlukan.  
4. Analisis Data 
Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam mengolah hasil 
penelitian menjadi laporan dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan 
sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 
menyusun hasil penelitian. 
Untuk mengolah data yang telah diperoleh lewat kedua metode 
pengumpulan data tersebut di atas maka, pengelolaan dan analisa data yang 
digunakan adalah : 
a. Metode induktif, yaitu metode yang digunakan dengan jalan menarik 
kesimpulan khusus dari data- data yang bersifat umum. 
b. Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan dengan jalan menarik 
kesimpulan umum dari data- data yang bersifat khusus. 
5. Sumber Data  
Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu: 
a. Data primer yaitu; Sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang di obyek 
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penelitian. Yaitu: Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Selain itu 
juga bagian administrasi dari Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang 
menjadi lokasi penelitian ini. 
b. Data Sekunder yang merupakan data yang tidak secara langsung 
diperoleh dari lokasi penelitian, melainkan diperoleh dari suatu 
kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 
merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan 
keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini adalah berkas-berkas perkara, buku-buku, 
Dokumen-dokumen, HIR / RBG, KUHperdata dan peraturan Perundang-
Undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam 
penelitian ini. 
F.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian adalah : 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana suatu perkara dapat dinyatakan sebagai 
perkara prodeo. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan perkara secara prodeo pada 
Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. 
c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam 
proses pemeriksaan perkara secara prodeo. 
2. Kegunaan penelitian : 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 
a. Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah literatur yang berupa 
sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan 
mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum  pada khususnya, tentang 
prodeo. 
b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait 
dengan penelitian. 
c. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan  
penelitian lanjutan pada objek yang sama. 
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BAB II 
PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR 
1. Sejarah Terbentuknya Dan Perkembangan Pengadilan Agama   Kelas 1 A 
Makassar. 
A. Sebelum PP. No. 45. Tahun 195714 
Adanya Pengadilan Agama bukan di mulai sejak adanya PP. No. 45. Tahun 
1957 akan tetapi sejak zaman dahulu, zaman kerajaan, zaman Belanda sudah ada, 
akan tetapi waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kala raja 
merangkap jabatan hakim, akan tetapi setelah masuknya islam, maka rajalah yang 
mengangkat Qadhi. 
Wewenang Hakim di kurangi dan di sarankan kepada Qadhi (Hal- hal yang 
menyangkut Agama). Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara (harta gono 
gini) oleh karna Cakkara ada kaitannya dengan Nikah. 
Pada Zaman Belanda, sudah terbagi Yuridiksi Qadhi, yakni Makassar Gowa 
dan lain- lain. Qadhi 1 di Makassar ialah MAKNUN DG MANRANOKA, bertempat 
tinggal di Kampung Laras, Qadhi lain yang di kenal ialah K.H.Abd. Haq dan Ince 
Moh. Sholeh. Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi yang terakhir, Jabatan Ince Moh. Saleh 
di sebut acting Qadhi. Qadhi dahulu dia sendirilah yang mengangkat pembantu- 
                                                           
14
“ProfilPengadilanAgama“http://pakotamakassar.net/index.php?option=com_content&task=
view&id=16&Itemid=30 (15 Juni 2010) 
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pembantunya pada zaman Belanda pemerintahan di Makassar di pimpin oleh 
Hamente. 
Mahkamah Syara’ Makassar menurut sumber K.H.A. Rukko, nanti terbentuk 
pada tahun 1948 atau 1949 (team penyusun sejarah belum menemukan data yang 
pasti tentang waktu pembentukannya). 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Makassar terbentuk pada tahun 
1960, termasuk Maros,Takalar dan Gowa berhubung di daerah itu belum terbentuk 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah. 
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syara’ dan yang kemudian terbentuk lagi 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah, maka dahulu yang mengerjakan 
pekerjaannya adalah Qadhi itu berkantor di rumahnya, masa itu ada dua kerajaan di 
sekitarnya Makassar yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo. Dahulu Qadhi itu di 
gelar DAENGTA SYEH kemudian di gelar itu berubah lalu menjadi DAENGTA 
KALIA. 
DAENGTA SYEH, menurut riwayat mempunyai bilang- bilang ( bahasa 
Makassar) atau Tasbih Raksasa yang sakin besarnya 40 orang yang angkat, tempat 
penyimpanannya satu petak (satu lintang) rumah. Tasbih seperti ini di sebut juga 
tasbih jahat. 
Raja Sultan Alauddin pada masa DAENG SYEH pernah berisiati malihat 
melihat anaknya dalam mahligai dimasukkan di dalam mulutnya Kalimat LA ILAHA 
ILLALLAH (yaitu di mulut anak gadisnya yang meninggal dunia) dari pada waktu 
itu jenazahnya masih ada di istana Senbayya. 
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Pada masa Qadhi jika ia memutuskan perkara Cakkarra, maka Majelisnya 
mendapat bagian seperdelapan. Bahagian itu di bagi dua lagi sebagian untuk bahagian 
Qadhi dan sabahagian lagi untuk anggota- anggota termasuk kepala kampong yang 
turut hadir. Kalau ada raja yang meninggal maka Qadhi di beri gelang kuda yang 
terbuat dari emas dan lain- lain. 
Qadhi pada zaman kerajaan adalah anggota adat mendampingi raja apabila 
perkara telah di putuskan oleh Qadhi, maka langsung ia mengadakan eksekusi, 
maksudnya ia tidak meminta kepada pihak lain untuk eksekusi. 
Ketidak puasan terhadap keputusan Qadhi sering juga terjadi dan biasanya 
mereka melapor pada Raja yang biasanya memerintahkan untuk di periksa kembali. 
Hal ini seolah adalah upaya banding. Pekerjaan Qadhi dahulu, jika ia bukan haji maka 
ia memakai songkok . kalau ia haji berpakaian haji (serban). Kalau ada upacara, ia 
memakai jubah dan songkok alfiah, haji atau bukan haji. 
Cara bersidang dahulu selalu majelis dan tidak mengenal hakim tunggal, 
Persidangan dilakukan dengan duduk bersilat di rumah Qadhi. Pengangkatan Qadhi 
kadang-kadang didasarkan pada keturunsn dan kadang-kadang juga tidak dengan 
dasar keturunan. 
Keputusan-keputusan Qadhi itu biasanya tidak tertulis, pembantu Qadhi 
tidak ditentunkan siapa yang bertindak sebagai penulis (Panitera), tetapi bias juga 
diangkat Khatib (Juru Sita). Qadhi ini tidak mengenal pension, ia bertugas sampai ia 
meninggal dunia. 
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Soal relative cempetentie dan absolute cempententie sejak dahulu sudah 
dikenal, sebab Qadhi Makassar sudah mengenal batasan dalam wilayah dan 
kekuasaan mengadili. Sumber kehidupan Qadhi bukan gaji akan tetapi dari produksi 
tanah yang diberikan hadat. Qadhi yang menyeleweng diganti oleh raja, dan jika raja 
berganti maka Qadhinya tidak boleh juga aktif menjalankan tugas kecuali ia diangkat 
kembali oleh raja yang baru. 
Dasar-dasar pertimbangan pengangkatan Qadhi dalam kata dijadikan 
anggota landrand (landrand Qadhi) . Qadhi pada zaman kerajaan duduk berdekatan 
dengan raja dan didudukkan diatas tikar khusus yang memakai bantal untuk sandaran. 
Qadhi hanya membicarakan masalah perdata saja, tentang pidana islam, diminta juga 
pertimbangan akan tetapi tidak dilaksanakan. 
Sendi-sendi hukum masayrakat Makassar, dikenal prinsip atau motto 
mereka, “ jika terbentur kembali pada adat dan jika masih terbentur kembali pada 
hukum syara’ sebab BICARANNA SYARA’ BICARANNA PUANGNGE, 
maksudya pembicaraan syara’ adalah pembicaraan atau ketentuan-ketentuan 
TUHAN. 
Tentang mahkamah syara’ yang terbentuk disekitar tahun 1948 dan 1949. 
Maka secara terperinci wilayah Yurisdiksi, Volume perkara, keadaan personil dan 
keadaan gedungnya belum dapat dituangkan dalam penulisan sejarah saat ini, 
berhubung team penyusun belum menemukan sumber menemukan sumber informasi 
dan data yang dipegangi, bahkan belum diketahui secara pasti dimana penyimpanan 
bahan-bahan administrasi dari Mahkamah Syara’ ini. 
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B. Sesudah PP.No.45 tahun 195715 
Setelah keluarnya PP.No.45 tahun 1957, maka pada tahun1960 terbentuklah 
Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Agama Mahkamah 
Syari’ah” 
2. Keberadaan Peradilan Agama Kelas IA Makassar16 
Adapun wilayah Yurisdiksinya, Volume perkara, Keadaan personil dan 
keadaan gedungnya, berdasarkan keterangan-keterangan dikumpulkan akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15Ibid. 
16
 Ibid. 
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1. Wilayah yurisdiksi 
Peta yurisdiksi 
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Wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, masuk dalam Wilayah hukum 
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan , wilayah hukum sama dengan wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan luas wilayah 300,45 Kilometer yang 
terdiri dari 11 Kecamatan dan 124 Kelurahan yaitu sebagai berikut17 : 
1. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 Kelurahan  
2. Kecamatan Makassar terdiri dari 13 Kelurahan  
3. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 Kelurahan  
4. Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 Kelurahan 
5. Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 Kelurahan 
6. Kecamatan Wajo terdiri 8 Kelurahan  
7. Kecamatan Tamalate terdiri dari 11 Kelurahan 
8. Kecamatan Rappocini terdiri dari 9 Kelurahan  
9. Kecamatan Panakukang terdiri  dari 11 Kelurahan 
10. Kecamatan Manggala terdiri dari 6 Kelurahan 
11. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 12 Kelurahan 
12. Kecamatan Tallo terdiri dari  15 Kelurahan  
13. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 6 Kelurahan 
14. Kecamatan Tamalanrea terdiri dari Kelurahan 
Kantor Pengadilan Agama Makasasar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan 
14 Kilometer dari pusat kota Makassar, tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1996 
                                                           
17
“Ibid. 
  
  
20 
 
dengan luas 2.500 m2 dengan harga pada saat itu Rp 80.000.000,tanah tersebut telah 
dibangun Gedung Kantor Permanen seluas 1.545,60 m2 dari tahun 1996 sampai 
dengan tahun 2003 yang menghabiskan dana sebesar Rp 1.093.304.400 berlantai dua. 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah (waktu 
terbentuknya) tidaklah seluas sekarang. Kota Makassar sekarang ini mempunyai 14 
Kecamatan dengan batas : 
Sebelah barat dengan selat Makassar 
Sebelah utara dengan Kabupaten Maros 
Sebelah timur dengan Kabupaten Bone 
Sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Makassar 
dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) kecamatan dan menurut keterangan yang diperoleh 
pernah mewilayahi Yurisdiksi Sungguminasa. 
2. Volume Perkara 
Sebelum berlakunya efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan maka volume perkara jauh berbeda. Menurut sumber bapak K.H.Harun 
Rasyid yang menjadi ketua wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syari’ah Makassar yang ke III, maka volume perkara pada masa beliau paling tinggi 
25 perkara setiap bulannya sedangkan sekarang ini sebelum berlakunya secara efektif 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, volume perkara melonjak 
antara 100, 150, dan 200 setiap bulannya. 
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3. Keadaan Personil dan Struktur Organisasi  
Pada awal mula terbentuknya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / 
Mahkamah Syari’ah Makassar maka personilnya sebanyak 9 orang diketuai oleh 
K.H.Chalid Husain. personil K.H.Chalid Husain, Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. 
Sholeh Matta, M. Jusuf  Dg Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya 
dan Nisma. 
Hakim Ketua Honorer : H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M.Syarif Andi Rukka, 
Syayid Soleh Al Habayi, H.Abd.Dg Mai, Daeng Ta Kadi (H. Andi Mansyur ) dan 
Daeng MANNU. 
Pada masa K.H.Haruna Rasyid menjadi ketua, personilnya hanya 7 (tujuh) 
orang sedangkan sekarang ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk 
mengimbangi melonjaknya volume perkara, personil yang tersedia sebagai karyawan 
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Pengadilan Agama 
Makassar  mempunyai 69 orang pegawai yang terdiri dari18 :  
• Hakim 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua  
• Wakil Panitera 1 orang 
• Panitera Muda 3 orang 
• Panitera Pengganti  25 Orang 
• Wakil Sekretaris 1 Orang 
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 Ibid.  
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• Kepala Sub. Bagian 3 Orang 
• Jurusita 2 Orang 
• Jurusita Pengganti 10 Orang 
• Staf 10 orang termasuk 3 orang Calon hakim 
Di bantu oleh tenaga honorer 2 orang, satpam 2 orang ,  claining servis 1 
orang dan 1 orang supir untuk ketua. 
Adapun urutan ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar sejak 
berdirinya sampai sekarang adalah sebagi berikut19 : 
1) Ketua pertama : K.H.Chalid Husain, 
Menjadi ketua sejak tahun 1960 s/d tahun 1962. 
2) Ketua kedua : K.H. Syekh Alwi Al Ahdal, 
Menjadi ketua sejak tahun 1962 s/d tahun 1964. 
3) Ketua ketiga : K.H. Haruna Rasyid, 
Menjadi ketua sejak tahun 1964 s/d tahun 1976. 
4) Ketua keempat : K.H.Chalid Husain. 
Menjadi ketua sejak tahun 1976 s/d tahun 1986. 
5) Ketua kelima : Drs.H.Juzmi Hakim,S.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 1986 s/d tahun 1996. 
6) Ketua keenam : Drs.H.Abd.Razak Ahmad,S.H,M.H. 
                                                           
19
 Ibid.  
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Menjadi ketua sejak tahun 1996 s/d tahun 1998. 
7) Ketua ketujuh   : Drs.H.M.Djufri Ahmad,S.H,M.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 1998 s/d tahun 2004. 
8) Ketua kedelapan : Drs.H.M.Thahir R,S.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 2004 s/d tahun 2005. 
9) Ketua kesembilan : Drs.Anwar Rahman, M.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 2005 s/d tahun 2008. 
10) Ketua kesepuluh : Drs.Khaeril,R, M.H. 
Menjadi ketua sejak tahun 2008 s/d sekarang. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama 
dan surat edaran ketua Mahkamah Agung RI tahun 1996, oyang bertanggal 13 
Agustus 1996 tentang bagan susunan /struktur organisasi pengadilan agama yang 
berlaku untuk seluruh badan pengadilan agama di Indonesia. Maka bagan susunan 
organisasi pengadilan agama Makassar kelas IA adalah sebagai berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI 
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETUA 
WAKIL KETUA 
HAKIM 
Panitera/sekertaris 
Wakil Panitera/Wakil sekertaris  
Kaur 
Kepegawaian 
Kaur 
keuangan 
Kaur 
Umum 
Pnt. Muda 
Hukum 
Pnt. Muda 
Gugatan 
Pnt. Muda 
Permohonan 
Kelompok Fungsional kePaniteraan  
Jurusita 
Pengganti 
Panitera 
Pengganti 
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Keterangan: 
1. Ketua    : Drs. Khaeril R, M.H. 
2. Wakil Ketua   : Drs. Abd. Domiri. SH., M.Hum 
3. Panitera / Sekretaris  : Drs. Abd. Razak 
4. Wakil Panitera  :  Hartanto, SH 
5. Wakil Sekretaris  :  Abd. Karim M. 
6. Panitera Muda Permohonan :  Hartinah,SH. 
7. Panitera Muda Gugatan :  - 
8. Paitera Muda Hukum  :  Abd. Razak Said,SH. 
9. Kasubag Kepegawaian :  Ahmad Sholihin,S.Ag. 
10. Kasubag Keuangan  :  Fatimah AD,SH.,MH. 
11. Kasubag Umum  :  Abd. Rahman,SH. 
Daftar Nama Hakim: 
No Nama  No Nama 
1 Dra. Hj. Hasnah Munggu  10 Dra. Hj. Saniati Harun, MH. 
2 Dra. Nadirah Basir, SH., MH..  11 Dra. Hj. A. Syamsiah HAM 
3 Drs. H. Lahiya, S.H, MH.  12 Dra. Hj. Marwadiah Haking, S.H., MH. 
4 Drs. H. Muh. Sanusi Rabang, 
SH., MH. 
 13 Drs. Alimuddin Rahim. 
5 Drs. H. M. Hatta, MH.  14 Dra. Hj. Fatimah Adam 
6 Drs. Syahidal  15 Hj. Mahmuddin Sadi, S.Ag, S.H 
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7 Drs. Faisal, MH.  16 Drs. H. Yahya Amin 
8 Dra. Bannasari  17 Drs.H. Mustamin Dahlan.S.H 
9 Drs. H. Pandi, S.H, M.H 
 
Daftar Nama Panitera Penganti: 
No. Nama  No. Nama  No
. 
Nama  
1. Hj. ST. Munirah, 
SH 
 10. Drs. Haeruddin  19. Haerul Ahmad, SH. 
2. Hj. ST. Bunga, 
S.Ag. 
 11. Dra. Hj. Hajar 
Makkarawu 
 20. Drs. Abd. Rasyid P. 
3. H. M. Sanusi, 
SH. 
 12. Aminah Amir Daus, SH.  21. Dra. Hanisang 
4. Drs. Suharto  13. Dra. Sukmawati  22. Hj. Salwah, S.H 
5. Thahirah  14. Dra. Hj. Patmawati, MH.  23. Petraniani, S.H 
6. Dra. A. Rahmah  15. Drs. Amiruddin  24. Dra. Nurhayati Efendi 
7. Hartinah, SH.  16. Dra. Hj. ST. Hafiah S.  25. H.A. Muh. Yahya Chalid 
8. Dra. Hj. Rifgah 
Sulaiman. 
 17. Hj. St. Hajar, SH.  26. Muh. Fuad Fathoni, S.Ag 
9. Salmah N., B.A.  18. Dra. Jawariah 
 
Daftar Nama Juru sita 
No. Nama 
1. Agus Salim Razak. 
2. Muhammad Arfah, S.H 
 
Daftar Nama Jurusita Pengganti: 
No. Nama  No. Nama 
1. Umar lanna, S.H  7. Hj. Nurhayati K. 
2. Drs. Misi, S.Ag.  8. Bachra S. Hi. 
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3. Aris, S.H  9. Taufik 
4. Abdul Muis, S.Ag.  10. Muh. Sabir AS, S.H 
5. Umar Boften  11. Hj. Erni Wahyuni, S.Ag. 
6. Syahruni, SH., MH.  
 
4. Keadaan Gedung. 
Dalam soal pergedungan maka Pengadilan Agama 1 A Makassar 
sesungguhnya telah berpindah-pindah sebanyak enam kali dan kadang-kadang 
berkantor dirumah yang disewa. 
Tahun 1976 telah memperoleh Gedung Permanent seluas 150 m2 PELITA 
akan tetapi dengan jumlah karyawan dan volume perkara yang sedemikian besarnya 
dirasakan sudah tidak memenuhi syarat, Saat ini telah mempunyai gedung permanent 
sendiri yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan. Km.14 Daya sejak tahun 2000 
dengan luas….m220. 
Hal ini membuktikan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas 
masyarakat untuk pemenuhan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 
selnjutkan diharapkan Pemerintah dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik, agar terpenuhinya kebutuhan masyrakat uang seharusnya. 
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 Ibid.  
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG PRODEO 
A. Pengertian Prodeo 
Sebelum lebih lanjut membahas mengenai Prodeo, maka sebelumnya kita 
akan membahas tentang pengertian prodeo. Ferdie Soethiono & Partners mengatakan 
bahwa 'prodeo', dilihat dari akar katanya merupakan gabungan dari dua kata yaitu 
'pro" dan "Deo". Pro artinya “untuk”, sedangkan “Deo” (Dei) artinya “Tuhan”. Jadi 
kata "Prodeo" sesungguhnya memiliki arti mengerjakan sesuatu untuk Tuhan21.  
Tetapi kemudian dalam praktik hukum perdata dan pidana, kata prodeo 
berubah pengertian menjadi 'cuma-cuma' alias gratis tanpa bayar. Kata prodeo bukan 
hanya digunakan pada perkara, akan tetapi juga biasa digunakan pada bidang lain. 
Misalnya, hotel prodeo. menurut pengertian kebanyakan orang adalah kiasan untuk 
menyebut penjara atau lembaga pemasyarakatan.  
Melihat dari pemaparan diatas dapat kita mendefenisikan bahwa, Perkara 
Prodeo adalah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya yang timbul 
ditanggung oleh negara melalui putusan sela majelis hakim22.  
Dalam berperkara di Pengadilan, pihak yang mengajukan perkara 
dibebankan untuk membayar biaya perkara guna terlaksananya proses yang lancar 
                                                           
21
 “Perkara prodeo” Anggara, http://anggara.org/2008/08/11/perkara-prodeo/(11 Juni 2010) 
22
 “Probono v prodeo,” Cenuksayekti'sBlog Cenuksayekti. 
http://cenuksayekti.wordpress.com/2009/11/21/ / pro-bono-v-pro-deo (11Juni 2010) 
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dan sesuai prosedur yang telah diatur dan ditentukan. Tetapi dalam hal tertentu biaya 
perkara menjadi tidak ada. Hal tersebut dikarenakan mengingat bahwa tidka semua 
masyarakat dalam keadaan ekonomi yang memungkinkan untuk membayar biaya 
perkara atau dengan kata lain tidak mempunyai uang untuk membayar biaya perkara 
yang telah ditentukan oleh Pemerintah. 
Perkara Prodeo adalah perkara yang diproses di pengadilan secara cuma-
cuma bagi orang yang dikategorikan miskin. Biaya proses untuk menyelenggarakan 
pemeriksaan perkara tersebut ditanggung oleh negara melalui DIPA yang 
dialokasikan pada satker pengadilan masing-masing.  
Tujuan adanya perkara prodeo ini adalah untuk membantu orang-orang 
miskin/masyarakat tidak mampu untuk memperoleh akses keadilan. Oleh karena 
semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan dan menikmati fasilitas 
negara termasuk fasilitas untuk memenuhi rasa keadilan. Adapun yang dimaksud 
dengan miskin tersebut yaitu kondisi orang yang tidak mampu membiayai dirinya 
untuk berperkara di pengadilan, yang harus dibuktikan di pengadilan dengan surat 
keterangan miskin dari lurah/kepala desa dan diketahui oleh camat. 
Di Indonesia, perkara-perkara yang merupakan perkara cuma-cuma disebut 
dengan perkara prodeo. Namun, ada juga yang menyebut dengan istilah pro bono. 
Sekarang timbul pertanyaan, berperkara bagi penggugat yang tidak mampu itu 
disebut apa? “Prodeo” atau “Pro bono”? kedua istilah tersebut tidak jauh berbeda. 
Dari sisi istilah prodeo berarti mengerjakan sesuatu demi Tuhan sedangkan pro bono 
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berarti mengerjakan sesuatu demi kebaikan. Akan tetapi pada intinya sama saja. 
Kalau dalam perkara perdata disebut dengan prodeo, namun untuk istilah secara 
umum disebut dengan pro bono. Istilah pro bono lebih populer di negara-negara 
anglo saxon seperti di Amerika dan Eropa23. Pengertian pro bono dan prodeo 
sebenarnya tidak berbeda. Hanya saja di Indonesia, prodeo jauh lebih dikenal 
ketimbang pro bono. 
Untuk pengertian prodeo sendiri dapat dilihat dalam Kamus Hukum, yang 
artinya adalah cuma-cuma, tanpa biaya (menurut pengertian bahasa Belanda). Dari 
sisi bahasa Indonesia, prodeo dapat berarti penjara24.  
B. Akses Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Kepastian Hukum dengan 
berperkara Prodeo 
Untuk mendukung azas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan25, 
Pengadilan Agama terus melakukan upaya & demi memudahkan masyarakat dalam 
mengakses pelayanan hukum. Khusus mengenai biaya ringan, sebagaimana yang 
telah diatur oleh Undang- undang  mengenai biaya perkara yang meliputi biaya 
proses dan biaya kepaniteraan, dikecualikan untuk pihak pihak tertentu adalah tanpa 
biaya26. Hal tersebut merupakan solusi dari pemeintah untuk membuka jalan bagi 
masyarakat pencari keadilan. Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan 
                                                           
23
 Ibid. 
24
 Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetio, Kamus Hukum, Op.Cit., h.134. 
25
 M. Yahya Harahap, op. cit., h. 92  
26
 Musthofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama (Cet.I; Jakarta, Prenada Media, 2005), h. 70 
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bantuan pelayanan hukum melalui perkara prodeo bagi masyarakat miskin dan sidang 
keliling bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama. 
Melalui sidang keliling, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor 
Pengadilan Agama dan tidak mampu mengakseskan perkaranya kepengadilan karena 
miskin dan biaya transportasi yang besar. Olehnya itu, Mahkamah Agung RI 
merespon hasil survey yang telah dilaksanakan oleh IALDF (Indonesia Australia 
Legal Development Facility) pada Tahun 2007 terhadap pelayanan Peradilan Agama 
bagi masyarakat, dimana diharapkan Pengadilan Agama dapat menjadi lebih mudah 
diakses oleh kelompok-kelompok yang saat ini tidak membawa perkara mereka ke 
pengadilan, padahal mereka memiliki masalah yang berhubungan dengan yurisdiksi 
Pengadilan Agama dan memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik. Lebih detil 
disebutkan bahwa dari beberapa sampel dan indikator terhadap tingkat kesulitan 
masyarakat untuk mengakses perkaranya ke Pengadilan Agama27 adalah : 
(1) Tingkat Pendapatan, dimana disebutkan bahwa Pendapatan Bulanan 
Perkapita para pengguna Pengadilan Agama adalah tiga kali di atas 
garis kemiskinan Indonesia. 
(2) Waktu. 
(3) Biaya. 
                                                           
27
“Proses beracara di Pengadilan Agama dan kaitan dengan DIPA       
http://www.google.com/search?ie=UTF8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1&q=Proses+Beracar
a+Secara+Cumacuma+Kaitannya+Dengan+DIPA+Pada+Pengadilan+Agama 
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(4) Jarak dari Rumah ke Lokasi Pengadilan Agama 
(5) Latar Belakang. 
Dari beberapa survey dan temuan dihasilkan beberapa rekomendasi utama 
bagi pembaruan Pengadilan Agama28 diantaranya : 
(1) Prosedur berperkara secara prodeo 
Mahkamah Agung RI menyiapkan anggaran lewat Dipa masing-
masing satker (PA) untuk menangani perkara prodeo. Dari hasil pantauan 
LDF, penanganan prodeo meningkat sekitar 5 - 7% tiap tahunnya, sehingga 
diharapkan untuk periode tahun 2008 s/d 2012 hingga mencapai 35%. 
Hal tersebut membuktikan bahwa, masyarakat sangat membutuhkan 
keringanan dalam hal biaya untuk memenuhi haknya sebagai warga negara. 
Diharapkan kepada pihak yang berwenang untuk lebih memperhatikan 
masyarakat Indonesia dalam hal pemenuhan kebutuhan khususnya dalam 
bidang hukum. 
(2) Sidang Keliling 
Dari hasil pantauan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan 
Agama terhadap pelaksanaan sidang keliling.  
                                                           
28
 Ibid. 
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Dari hasil observasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Administrasi 
Peradilan Agama terhadap pelaksanaan sidang keliling di 21 Pengadilan Agama 
diperoleh beberapa alasan29, yaitu : 
a. Jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama ( Mayoritas PA 
melaksanakan sidang keliling karena alasan jarak yang jauh dari kantor 
Pengadilan Agama (19 PA). 
b. Biaya yang mahal (5 PA) 
c. Transportasi yang sulit (4 PA) 
Sedangkan bagi masyarakat miskin, halangan utama tidak dapat ke 
Pengadilan Agama adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara, 
dan biaya transportasi30. Halangan kedua bagi orang miskin tidak dapat ke Pengadilan 
Agama adalah berkaitan dengan ketidak jelasan informasi tentang pengadilan, bagi 
klien yang buta huruf.  
Di antaranya tentang lamanya proses pengadilan, sikap para staf dan hakim 
terhadap para pencari keadilan, keterbukaan pengadilan, rambu dan informasi yang 
diberikan di pengadilan, formulir yang disiapkan dan sebagainya. Rekomendasi 
                                                           
29
 Ibid. 
30
 “Hambatan masyarakat pencari keadilan”  http://etd.eprints.ums.ac.id/3659/ (15 Juni 
2010) 
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Utama untuk reformasi Pengadilan Agama. Olehnya itu pihak pemerintah mengambil 
langkah-langkah dalam meningkatkan kepastian hukum bagi masyakat miskin31.  
1. Anggaran Prodeo.  
Meningkatkan anggaran prodeo PA untuk 2008-2012 dan kembangkan 
sistem manajemen untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah pemohon 
prodeo.  
2. Prosedur Prodeo.  
a. Mengusahakan adanya kejelasan mengenai prosedur berperkara secara 
prodeo, baik bagi hakim maupun pengguna pengadilan.  
b. Mengusahakan adanya keseragaman permohonan berperkara prodeo 
secara nasional.  
c. Mengusahakan bahwa adanya 2 tahap proses prodeo tidak menambah 
beban keuangan bagi orang miskin untuk membawa perkara ke 
pengadilan.  
3. Sidang Keliling. 
a. Rencanakan lebih banyak lagi Sidang Keliling di daerah-daerah miskin 
yang sangat memerlukan.  
                                                           
31
 Proses beracara di Pengadilan Agama dan kaitan dengan DIPA, loc. cit. 
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b. Tentukan anggaran tahunan yang cukup untuk menyelenggarakan sidang 
keliling di daerah-daerah yang sangat memerlukan. 
4. Informasi Yang Lebih Baik Mengenai Proses Berperkara.  
Menyiapkan informasi yang jelas dan akurat32, baik untuk pengguna 
pengadilan maupun masyarakat luas tentang Pengadilan Agama, dalam bahasa 
bukan-hukum, melalui:  
a. Informasi tertulis  
b. Informasi Internet  
c. Informasi Audio Visual  
d. Konsultasi/kursus pada masyarakat  
5. Peningkatan Pelayanan Kepada Pencari Keadilan.  
Bagi Pengadilan Agama  seluruh Indonesia dan Mahkamah Syar’iyah (MSy) 
di Aceh, berhasil disiapkan anggaran di bawah Program Penegakan Hukum dan 
HAM yang secara nasional berjumlah hampir Rp 30 milyar. Dana tersebut 
diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan sidang keliling, perkara prodeo, ATK (alat tulis 
kantor) perkara, bantuan hukum dan pengamanan sidang33. Anggaran tersebut 
disimpan di setiap Pengadilan Agama /MSy dengan jumlah yang bervariasi. 
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 Ibid. 
33
 Ibid. 
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Anggaran semacam ini pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada, kecuali untuk 
perkara prodeo dengan jumlah yang sangat kecil.  
Peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan demi mendapatkan 
kepastian hukum pada hakikatnya adalah peningkatan kinerja pengadilan di semua 
aspek kegiatan. Oleh karena itu, banyak kegiatan yang telah dan akan dilakukan 
untuk meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan34. Kegiatan-kegiatan itu 
adalah sebagai berikut: 
a. Penyusunan pedoman pelayanan. 
b. Memperbaharui komitmen peningkatan pelayanan. 
c. Studi khusus &ldquo;Client Service Improvement&rdquo; di Australia. 
d. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan POLA BINDALMIN dan 
SIADPA. 
e. Sosialisasi Eksternal Untuk Menampung Masukan. 
C. Berperkara prodeo dan syarat-syaratnya 
Pada asasnya berperkara di muka Pengadilan dikenakan biaya. Hal ini 
didasarkan pada Pasal 121 ayat (4) HIR/ dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. Apabila pihak 
tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk 
berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana diatur dalam pasal 237-241 
                                                           
34
“Peningkatan Pelayanan masyarakat dalam bidang hukum”http://pa-
palangkaraya.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30 (15 juli 2010) 
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HIR/Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR/Pasal 278-281 R.Bg dan pasal 12-14 
Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan35.  
Hal tersebut juga dibahas oleh M. Fauzan dalam bukunya yang mengatakan 
bahwa Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun 
sebagai tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan 
perkara dengan izin tidak membayar ongkos36. 
1. Jika penggugat menginginkan izin tersebut, maka ia harus minta ijin pada 
waktu ia mengajukan surat gugatan atau pada waktu ia menyatakan gugatan 
dengan lisan sebagai dimaksud pada Pasal 142 dan 144 R. Bg./118 dan 120 
HIR 
2. Jika izin itu dihendaki oleh tergugat, maka izin itu dimimtanya pada waktu ia 
mengajukan jawabannyaa, yang tersebut pada pasal 145 R.Bg. /123HIR.,atau 
dalam persidangan, jika ia belum minta terlebih dahulu, asal saja sebelum 
perkara tersebut mulai diperiksa. 
3. Dalam kedua hal itu haruslah permintaan itu disertai dengan surat 
keterangan  tidak mampu dari seorang kepala polisi di tempat tinggal si 
                                                           
35
 ”Syarat berperkara prodeo”Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama 
Bengkulu.http://www.ptabengkulu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=45 
(18 Juni 2010) 
36
 M. Fauzan, Pokok –Pokok Hukum Acara Pardata Peradilan Agama Dan Mahkamah 
Syar’iyah Di Indonesia ( Cet I; Jakarta; Prenada Media, 2005 ) h. 14,, 
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peminta, yang menerangkan bahwa sesudah diperiksanya ternyata benar 
kepadanya bahwa orang itu gtidak mampu. 
4. Jika surat keterangan tidak dapat diadakan, maka terserah kepada 
pertimbangan Pengadilan Negeri untuk meyakinkan keterangan orang itu, 
baik dengan lisan maupun dengan cara lain, bahwa ia tidak mampu. 
Bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu dan ingin berperkara di 
pengadilan dapat mengajukan gugatan ataupun permohonan secara cuma-cuma atau 
disebut dengan perkara prodeo. Sebelum suatu Gugatan atau Permohonan dicatat 
dalam buku register, Penggugat atau Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan 
permohonan berperkara secara prodeo. 
Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, maka selanjutnya 
Hakim membuat Penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, dengan syarat 
bahwa pihak tersebut benar-benar tidak mampu dalam mengakseskan perkaranya ke 
pengadilan karena ketidakmampuan ekonomi yang  dikuatkan dengan ; 
(1) Surat Keterangan Tidak mampu/miskin dari Kepala Kampung dan 
diketahui oleh Camat setempat. 
(2) Pengakuan langsung dari penggugat di persidangan tentang keadaan 
ekonomi penggugat.  
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(3) Keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan 
keluarganya termasuk orang yang tidak mampu/miskin yang 
penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. 
Permohonan perkara secara prodeo akan ditolak oleh pengadilan apabila 
penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu37. Setelah memenuhi syarat- 
syarat yang diajukan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim harus 
memeriksa berkas permohonannya. Setelah Majelis Hakim memeriksa berkasnya, 
maka untuk selanjutnya Majelis Hakim harus menggelar sidang. 
Sidang tersebut dimaksudkan untuk memeriksa dan memutuskan apakah 
permohonan prodeo tersebut dapat diterima ataupun ditolak38. Setelah mengadakan 
sidang untuk permohonan prodeo, maka Majeis Hakim akan memutuskan diterima 
atau ditolaknya permohonan tersebut, setelah diputuskan diterima, barulah kemudian 
perkara pokoknya diperiksa. 
Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-
masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua 
tingkat peradilan sekaligus. Pihak Tergugat yang tidak mampu untuk membayar 
biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara 
seperti tersebut diatas.  
                                                           
37Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Cet.I:Yogyakarta, Liberty,1993) 
h. 16. 
38
 Kheril R, Ketua Pengadilan Agama  Makassar Kelas IA, Wawancara dengan Penulis  (Tgl   
Juli 2010) 
  
40 
 
Terhadap permohonan berperkara secara prodeo, Hakim membuat Penetapan 
tentang diizinkannya beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi 
kesempatan untuk menanggapi. Hal tersebut dilakukan agar rasa keadilan dapat 
dirasakan sama rata baik oleh penggugat maupun tergugat. Penggugat yang kurang 
mampu dapat berperkara untuk menuntut haknya tanpa merasa dibatasi oleh 
pemerintah, begitupula tergugat dapat mempertahankan haknya dengan adanya 
bantuan negara yaitu berperkara secara Prodeo. 
Permohonan berperkara dengan cuma-cuma dalam tingkat pertama terlebih 
dahulu diperiksa oleh hakim dalam sidang insidental yang memeriksa ketidak 
mampuannya pihak yang mengajukan gugatan itu kepada pengadilan39. Hasil 
pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan serta sebagaimana yang disebutkan 
dalam pasal 275 ayat (1) R. Bg.  
Pihak lawan yang mengajukan permohonan berperkara dengan cuma-cuma 
dapat menyangkal permohonan gugat cuma-cuma tersebut dengan menyatakan bahwa 
permohonan gugat dengan cuma-cuma adalah tidak beralasan, yang sebenarnya pihak 
yang mengajukan gugat itu adalah orng yang mampu dan sanggup untuk membayar 
ongkos perkara sebagaimana yang ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan pihak 
lawan membantah permohonan gugat dengan cuma-cuma ini tersebut dalam pasal 
239 ayat (2) HIR dan dalam pasal 275 ayat (2) R. Bg. 
                                                           
39
 Abdul Manan,  “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”,(Cet: 
ke-3:Jakarta, Prenada Media). H. 63 
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Perlu juga diketahui bahwa dalam berperkara Cuma-Cuma (prodeo) dikenal 
tiga subjek40: 
1) Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 237 jo. 238 ayat (1) HIR dan 
Pasal 273 jo.274 R.Bg. 
2) Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 238 jo. 239 ayat (2)HIR dan 
Pasal 273 jo. 274 ayat (2) R.Bg. dimana disebutkan bahwa izin secara 
(Cuma-cuma) prodeo dapat dimohonkan pada saat mengajukan jawaban 
terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan, 
3) Balai harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 HIR dan 
Pasal 276 R.Bg. balai harta peninggalan dapat mengajukan permohonan 
izin berperkara prodeo dalam kedudukannya baik sebagai penggugat 
maupun sebagai tergugat, dengan syarat: 
a. Harta atau bundel yang dibelanya atau orang yang mewakilinya pada 
waktu diadakan tuntutan itu tidak dapat atau tidak mam[u membayar 
biaya perkara yang seharusnya di bayar, 
b. Harus menyerahkan suatu daftar ringkas tentang harta benda yang 
dibela atau orang yang mewakilinya kepada hakim untuk diperiksa, 
apakah memenuhi syarat untuk dinyatakan tidak mampu. 
                                                           
40
 Ibid. h. 65 
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Hakim karena jabatannya dapat menolak gugatan prodeo tersebut. Yang 
artinya, apabila gugatan tersebut ditolak, maka pemohon gugat dengan prodeo itu 
harus mambayar ongkos perkara sebagaimana mestinya terlebih dahulu, baru 
kemudian pemerikasaan perkara dilanjutkan. Akan tetapi dalam hal ini seorang hakim 
dituntut untuk memberikankeputusan secara benar sesuai dengan fakta dan bukti yang 
semestinya, maka mereka pun akan mendapat pahala. Disamping itu, hakim 
mempunyai tanggung jawab41 yang meliputi: 
1. Memutus atas nama Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat 1). 
2. Memutus sebagai hakim yang bijaksana dan bertanggung jawab, pertama 
kepada Tuhan Yang Maha Esa ( pasal 14 ayat 1). 
3. Mengadili, menemukan dan merumus hukum yang yang sesuai dengan 
rasa keadilan yang hidup di kalangan rakyat (pasal 27 ayat 1). 
Islam memandang bahwa menegakkan hukum itu adalah merupakan 
kewajiban bagi para penegak hukum. Sebagaimana Firman Alla SWT dalam Q.S Al-
Maidah (8): 
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Terjemahan : 
    “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan taqwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”42. 
Juga terdapat pada Q.S. An-Nisa’ (4): 135 yang artinya: 
ُ ِْِْِ $َ%ِا	
َ ا	&ُ	ُآ ا	ُَاَء $َ(ِا "َ)َأَ اً%ِ7َ ْوَأ 8%ِ9َ $ْُَ ْنِإ $َ%ِَ
ْ:َْاَو $ِْ!َِا	َْا ِوَأ ْُِ;ُ&َْأ ََ 	ْََو #ِِ َءا!َ"َ
ِ َنَآ #َا ن<ِ7َ ا	=ُِ/ْ0ُ ْوَأ او	ُْ0َ ْنِإَو ا	ُ!ِ/ْ0َ ْنَأ ى	َ"َْا ا	/ُ3ِ,0َ َ7َ 1َ"ِِ َْوَأ #ُ7َ َن	ُ1َ/ْ0َ 1َاً%3ِ4َ 
Terjemahan : 
“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau 
enggang menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segaa 
apa yang kamu kerjakan”43.  
Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5): 42 yang artinya: 
ْَ ْضِ/ْ0ُ ْنِإَو ْ"ُْَ ْضِَْأ ْوَأ ْ"ُَ%ْَ ْُ?ْ7َ َكوُءAَ ْن<ِ7َ BِCْ)ِ َن	ُآَأ ِب(ِَْِ َن	ُ1Dَ Eً%ْَ َكو)Fُَ $ْَ7َ ْ"ُ
 ِْِْِ ْ"ُَ%ْَ ْُ?ْ7َ Bَ1ْَ?َ ْنِإَو$َ%Gِِْ1ُْا )HCِُ #َا نِإ 
Terjemahan :  
“dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di 
antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
adil”44. 
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Bertitik tolak dari penegasan Allah di atas, ada empat hal yang harus 
diperhatikan oleh para penegak hukum45, yaitu: 
1. Dalam menegakkan hukum dasarnya harus karena Allah semata. Dalam 
artian tidak berorientasi pada siapa yang dibelanya ataupun karena materi. 
2. Jangan memberikan/memutuskan suatu perkara dengan dassar kebencian, 
ataupun melihat finansial salah satu pihak, padahal telah mengetahui yang 
mana benar dan yang salah. 
3. Selalu berlaku adil dalam memutuskan suatu kasus. 
       Bagi siapa pun dan di manapun yang dapat berlaku adil dalam setiap 
tindakannya, Allah senantiasa akan memberikan balasan berupa surga. Begitupun 
sebaliknya Allah akan memberikan balasan neraka bagi yang berperilaku 
menyimpang, apakah kebodohannya terlebih disebabkan kesengajaannya. 
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa: 
“Penegak hukum dibagi menjadi tiga golongan; satu golongan masuk surga dan 
dua golongan masuk neraka. Satu golongan masuk surga karena ia mengetahui 
kebenaran dan memutus perkara berdasarkan kebenaran. Satu golongan masuk 
neraka, karena ia mengetahui kebenaran, tetapi memutus perkara dengan 
kebohongan, dan satu golongan lagi karena memutus perkara berdasarkan 
kebodohannya”. (HR. Abu Dawud dari Ibnu Buraidah dari ayahnya)46. 
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Menegakkan keadilan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 
ketentraman dan kedamaian hidup di masyarakat, utamanya para pencari keadilan 
bagi rakyat yang tidak mampu (yang berperkara prodeo). Apabila keadilan tidak 
ditegakkan, bukan hanya akan menghasilkan ketidak puasan alias kekecewaan 
terhadap para penegak hukum akan tetapi juga akan menimbulkan kekacauan yang 
dapat menyebabkan daatangnya azab dari Allah SWT, dalam bentuk apapun.  
Oleh karena itu, menegakkan keadilan tidak bisa main-main dan oleh 
sembarang orang demi mengimplementasilan undang-undang yang telah mengatur 
masalah tersebut sebelumnya yang menyatakan bahwa semua warga negara 
bersamaan kedudukannya di depan hukum, dan berhak mendapatkan keadilan. Yang 
dalam hal ini utamanya warna negara tidak mampu. 
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BAB VI 
PEMERIKSAAN PERKARA SECARA PRODEO 
PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA 
A. Peran Negara terhadap warga miskin yang mencari keadilan pada Pengadilan   
Agama 
Negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan nuansa politik yang 
cukup drastis, hal ini tentunya juga akan mengakibatkan perubahan disegala aspek 
kehidupan Masyarakat. Terbukti dengan supremasi hukum yang belum bisa 
diwujudkan. Ada beberapa sebab terjadinya perkembangan yang controversial di 
bidang hukum, disatu sisi produk materi hukum , pembinaan aparatur, sarana dan 
prasarana hukum menunjukkan adanya peningkatan.  
Namun, disisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan 
profesionalisme aparat hukum, mutu pelayanan dan tidak adanya kepastian hukum di 
masyarakat. Kondisi hukum seperti inilah yang mengakibatkan perlindungan hukum 
pada masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta suatu kepastian hukum serta 
supremasi hukum dapat ditegakkan.  
Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara 
yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat)47. Begitu pentingnya negara hukum Di 
Indonesia, sehingga arah kebijaksanaan umum dari pembangunan Nasional di bidang 
                                                           
47
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 
  
47 
 
Hukum , sebagaimana digaris dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 
39 tahun 2005 tentang rencana kerja Pemerintah tahun 2006 perlu ditingkatkan.  
Demikian pula mengenai pelayanan dan bantuan Hukum terus ditingkatkan 
agar Masyarakat pencari Keadilan mudah memperoleh Perlindungan Hukum secara 
lancar, cepat dan tepat. Dalam rangka mewujudkan Pemerataan memperoleh 
Keadilan dan perlindungan Hukum, perlu terus diupayakan agar Proses Peradilan 
lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua 
lapisan Masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang 
rencana kerja Pemerintah tahun 2006 diarahkan terhadap Penegakan Hukum, 
pemberantasan korupsi dan reformasi dengan sasaran peningkatan kualitas publik48 
berupa:  
a. Mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang tidak Diskriminatif, 
cepat, murah dan Manusiawi. 
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi system kelembagaan dan 
ketatalaksanaan. 
c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan penegak 
Hukum. Berpijak dari itulah ternyata begitu pentingnya Hukum Di 
Negara Indonesia. Dimana Hukum, bertujuan untuk melindungi 
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Masyarakat dan memberikan Keadilan serta ketentraman hidup dalam 
bernegara. “Semua Warga Negara bersama kedudukanya didalam hukum 
dan Pemerintahan wajib menjujung hukum dan Pemerintahan itu dengan 
baik dan tidak Terkecualinya”  
Selain itu setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Guna 
menyelenggarakan proses peradilan yang secara cepat, murah mudah dan terbuka , 
haruslah dilaksanakan tanpa memandang kedudukan, golongan ataupun status sosial 
seseorang.  
Dengan demikian maka akan terpenuhi pula pengadilan yang membantu 
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam kehidupan 
masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan 
hukum antar anggotanya, bahkan perbedaan tersebut dapat menimbulkan 
pertentangan hukum antara anggota-anggota masyarakat. Apabila pertentangan ini 
telah muncul diantara masyarakat maka akan muncul pada suatu perkara hukum. 
Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, maka setiap perkara 
hukum yang timbul haruslah mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik 
adalah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak 
yang berperkara. Apabila tercapai mufakat dipandang telah dapat menyelsaikan 
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perkara hukum mereka secara damai dan kekeluargaan. Sehingga di dalam kehidupan 
masyarakat tidak timbul pertentangan kepentingan.  
Namun apabila ternyata penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah 
tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara tersebut harus 
diselesaikan melalui badan peradilan. Pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh 
pihak lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berkompeten untuk 
mengadili perkara tersebut. Tujuan dilakukan gugatan oleh pihak yang merasa haknya 
telah dilanggar oleh pihak lain adalah untuk mendapatkan perlindungan hak serta 
perlindungan Hukum dari Pengadilan. Menurut asas Hukum Acara Perdata, untuk 
mengajukan gugatan haruslah membayar biaya Perkara (bab I, pasal 4)49. Hal ini 
sesuai pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004. 
 Namun demikian “Semua Warga Negara bersama kedudukanya didalam 
hukum dan Pemerintahan wajib menjujung hukum dan Pemerintahan itu dengan baik 
dan tidak terkecualinya”50. Selain itu setiap orang juga berhak atas pengakuan , 
jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat 1)51. 
Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 di atas, maka golongan 
Masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan , jaminan, 
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perlindungan dan kepastian Hukum yang adil, serta Perlakuan atau pelayanan Hukum 
yang sama dihadapan Hukum dengan Warga Negara Indonesia yang lainya, termasuk 
pula dalam hal beracara didalam Pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini 
sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk 
bantuan Hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam 
beracara perdata adalah: diperbolehkanya untuk mengajukan perkara perdata tanpa 
biaya perkara (Prodeo) 
Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 237 sampai pasal 245 HIR / pasal 273 
sampai pasal 281 RBG yang bunyinya antara lain “Barang siapa hendak berperkara, 
baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos 
perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos”. selain itu 
juga telah ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi 
perkara di lingkungan peradilan umum , bagian kesatu, pada butir 39 tentang perkara 
prodeo. 
Untuk mendukung azas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan52, 
pihak pemerintahan Pengadilan Agama terus melakukan upaya demi mumudahkan 
masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum. Adapun upaya yang telah 
dilakukan53 adalah : 
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1. Memberikan bantuan pelayanan hukum melalui perkara prodeo bagi 
masyarakat miskin, dengan syarat masyarakat tersebut benar-benar tidak 
mampu dalam mengakseskan perkaranya ke pengadilan karena 
ketidakmampuan ekonomi yang dikuatkan dengan :  
a. Surat Keterangan Tidak mampu/miskin dari Kepala Kampung dan 
diketahui oleh Camat setempat. 
b. Pengakuan langsung dari penggugat di persidangan tentang keadaan 
ekonomi penggugat. 
c. Keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan 
keluarganya termasuk orang yang tidak mampu/miskin yang 
penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. 
2. Sidang keliling, melalui sidang keliling, masyarakat yang bertempat 
tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama dan tidak mampu 
mengakaseskan perkaranya kepengadilan karena miskin dan biaya 
transportasi yang besar.  
Mahkamah Agung RI merespon hasil survey yang telah dilaksanakan oleh 
IALDF (Indonesia Australia Legal Development Facility) pada Tahun 2007 terhadap 
pelayanan Peradilan Agama bagi masyarakat, dimana diharapkan Pengadilan Agama 
dapat menjadi lebih mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang saat ini tidak 
membawa perkara mereka ke pengadilan, padahal mereka memiliki masalah yang 
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berhubungan dengan yurisdiksi Pengadilan Agama dan Memberikan tingkat 
pelayanan yang lebih baik. Lebih detil disebutkan bahwa dari beberapa sampel dan 
indikator terhadap tingkat kesulitan masyarakat untuk mengakses perkaranya ke 
Pengadilan Agama adalah : 
a. Tingkat Pendapatan, dimana disebutkan bahwa Pendapatan Bulanan 
Perkapita para pengguna Pengadilan Agama adalah tiga kali di atas garis 
kemiskinan Indonesia. 
b. Waktu. 
c. Biaya. 
d. Jarak dari Rumah ke Lokasi Pengadilan Agama. 
e. Latar Belakang. 
Dari beberapa survey dan temuan dihasilkan beberapa rekomendasi utama 
bagi pembaruan Pengadilan Agama54 diantaranya : 
1. Prosedur berperkara secara prodeo 
Mahkamah Agung RI menyiapkan anggaran lewat Dipa masing-masing 
satker (PA) untuk menangani perkara prodeo. Dari hasil pantauan LDF, penanganan 
prodeo meningkat sekitar 5 - 7% tiap tahunnya, sehingga diharapkan untuk periode 
tahun 2008 s/d 2012 hingga mencapai 35%. 
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2. Sidang Keliling 
Dari hasil pantauan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 
terhadap pelaksanaan sidang keliling. Sampai saat ini Pengadilan Agama yang 
melaksanakan sidang keliling mencapai 115 Pengadilan Agama di 19 wilayah 
Pengadilan Tinggi Agama dengan total perkara sampai dengan tahun 2008 mencapai 
10.448 putusan. Sedangkan untuk tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus 
berdasarkan data dari SMS gateway di www.badilag.net, jumlah perkara yang telah 
disidangkan melalui sidang keliling berjumlah 1.184 perkara. 
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Administrasi 
Peradilan Agama terhadap pelaksanaan sidang keliling di 21 Pengadilan Agama 
diperoleh beberapa alasan55, yaitu : 
1. Jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama ( Mayoritas Pengadilan 
Agama  melaksanakan sidang keliling karena alasan jarak yang jauh 
dari kantor Pengadilan Agama (19 Pengadilan Agama ). 
2. Biaya yang mahal (5 Pengadilan Agama ) 
3. Transportasi yang sulit (4 Pengadilan Agama ) 
Kondisi seperti itu sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh hasil rumusan 
pengkajian sidang dan hasil diskusi tentang pelaksanaan sidang keliling di Jakarta 
tanggal 8 Agustus 2008 sebagai gambaran, pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan 
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Agama yang telah terlaksanakan. Untuk memudahkan masyarakat memperoleh 
kepastian hukum dan keadilan.  
Oleh sebab itu dengan terselenggaranya Sidang Keliling ini, masyarakat 
sangat merasa terbantu. Untuk perkara Prodeo, sejak tahun anggaran 2009, dalam 
DIPA Pengadilan Agama terdapat alokasi anggaran untuk perkara prodeo bagi 
masyarakat miskin atau kurang mampu yang memang memenuhi syarat untuk 
mendapatkan dana prodeo sebesar Rp. 791.000,-. Untuk itu Mahkamah Agung dalam 
Hal ini Pengadilan Agama menaruh perhatian penuh kepada masyarakat pencari 
keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan jauh dari kantor PA agar perkara 
mereka bisa terealisasikan lewat perkara prodeo dan sidang keliling. 
B. Proses Permohonan Perkara Prodeo Pada Pengadilan Agama Kelas I A 
Makassar 
Sebagaimana yang telah dibahas oleh penulis pada bab sebelumya bahwa 
Pada azasnya berperkara  di pengadilan dalam perkara perdata, dikenakan biaya 
sesuai  ketentuan  pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (2) uu no. 14/1970; pasal 182, pasal 
121 ayat (4) HIR dan pasal 145 ayat (4), pasal 192-194R.Bg56, sehingga ada adagium 
yang biasa di pengadilan baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah pihak 
pemohon/penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar 
atau verschot. 
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    “Seorang yang ingin berperkara prodeo haruslah menunjukkan surat keterangan 
tidak mampu yang telah dilegalisir oleh kelurahan atau kecamatan, kemudian 
setelah itu, berkas pemohon akan diperiksa/disidangkan. Sebelum memasuki 
sidang kasus terlebih dahulu diadakan sidang pembuktian. Jika pada sidang 
pembuktian berkasnya lolos baru akan dilanjutkan pada sidang kasus”57. 
Dalam  hal pencari keadilan, baik pemohon maupun termohon yang tidak 
mampu membayar biaya perkara, hukum acara membuka kemungkinan untuk 
berperkara secara cuma-cuma (prodeo)58. Bagi  pemohon, permohonan perkara secara 
prodeo tersebut dapat dimintakan secara bersama-sama dalam surat permohonan, 
sedangkan bagi termohon dapat mengajukan permohonannya saat pemeriksaan 
prodeo, dan sebagai bahan pertimbangan bagi pengadilan, pemohon/termohon 
(selanjutnya disebut sebagai pemohon prodeo) menunjukkan surat keterangan tidak 
mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui camat setempat. 
Apabila permohonan izin berperkara secara prodeo tersebut dikabulkan, 
maka pengadilan akan menjatuhkan ”putusan sela” dalam sidng insidentil dengan 
mengijinkan permohonan prodeo untuk berperkara secara cuma-cuma dan 
mengijinkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya. Sebaliknya permohonan ijin 
berperkara secara prodeo tersebut ditolak59, maka permohonan prodeo akan 
diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara sebelum melanjutkan 
perkaranya. 
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       Berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor : 43/TUADA/AG/III-
UM/XI/1992, tanggal 23 November 1992 yang ditujukan  kepada ketua pengadilan 
Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan biaya perkara meliputi biaya kepaniteran (yustice 
costen) dan biaya proses (proses costen)60.  Biaya kepaniteraan yang kemudian 
dikenal dengan istilah hak-hak kepaniteraan (HHK) yang terdiri dari ; 
a. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama 
b. Biaya Redaksi 
c. Biaya pencatatan permohonan Banding 
d. Biaya pencatatan permohonan Kasasi 
e. Biaya pencatatan  permohonan PK 
f. Biaya pencatatan permohonan sita Konsenvatoir 
g. Biaya pencatatan permohonan sita Refindikatoir 
h. Biaya pencatatan permohonan pencabutan sita 
i. Biaya pencatatan pelaksanaan lelang. 
Dengan kata lain, biaya kepaniteraan adalah pungutan-pungutan sebagai 
pelayanan Pengadilan. Biaya-biaya inilah yang harus disetorkan ke Kas Negara. 
Sedangkan biaya proses merupakan biaya-biaya pelaksanaan peradilan dalam rangka 
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menyelesaikan suatu perkara. Dalam  pasal 90 ayat (10) UU No. 7/198961 secara 
tegas telah ditentukan bahwa biaya proses tersebut meliputi : 
a. Biaya pemanggilan para pihak dan pemberitahuan 
b. Biaya untuk saksi/saksi ahli atau penerjamah 
c. Biaya pengambilan sumpah 
d. Biaya penyitaan 
e. Biaya eksekusi 
f. Biaya pemeriksaan setempat 
g. Biaya-biaya lain atas perintah ketua pengadilan 
Dengan memperhatikan kedua surat Mahkamah Agung RI dan pasal 90 ayat 
(1) di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan biaya perkara adalah biaya 
yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses yang merupakan suatu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan. Kategori biaya perkara sesuai tingkat dan kepentingan 
pemeriksaan perkara inilah yang merupakan biaya yang merupakan biaya yang harus 
dibayar sebagai panjar. 
Berperkara secara prodeo artinya berperkara secara cuma-cuma, tampa biaya 
atau gratis. Berpedoman pada kategori biaya perkara serta maksud  dan arti prodeo di 
atas, maka lazimnya ketika permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan , itu 
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berarti permohonan prodeo bebas dari segala beban biaya yang timbul akibat perkara 
yang diajukan/ dimohonkan kepada pengadilan.  
C. Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Pada Prakteknya 
Dalam prakteknya, pembebasan biaya perkara dari pemohon prodeo di 
Pengadilan Agama masih berpartisipasi. Ada yang membebaskan hanya untuk biaya 
Kepaniteraan, sedangkan biaya proses masih tetap menjadi tanggungan pemohon 
prodeo. Ada juga membebaskan keseluruhan biaya kecuali biaya materai. Tetapi pada 
umumnya para praktisi hukum berpendapat  bahwa keseluruhan biaya perkara 
dibebaskan dari pemohon prodeo. Bahkan menurut Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, 
M.Hum, pengadilan tidak boleh memungut biaya dalam bentuk apa pun dari 
pemohon prodeo62. Pada Pengadilan Agama Makassar jumlah perkara prodeo 
tidaklah selalu melonjat pada tiap tahunnya. hal ini terbukti dengan jumlah perkara 
yang telah diambil dari KASUBAG. Pengadilan Agama Makassar63 sebagai berikut: 
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          Sumber data : KASUBAG Statistik Pengadilan Agama Makassar Kelas IA 
Pada tahun 2010  ini hingga bulan Juli , jumlah perkara prodeo yang masuk 
pada Pengadilan Agama Makassar hanya dua perkara dan menelan biaya sekitar Rp. 
7. 500. 00064. 
Pasca satu atap yang mana semua Peradilan yang ada di Indonesia berada 
dibawah komando Mahkamah Agung, dalam realitanya banyak hal-hal yang 
signifikan termasuk bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam hal biaya 
perkara bagi yang tidak mampu, dimana mulai tahun 2007 tentang biaya perkara bagi 
orang yang tidak mampu telah masuk dan diatur dalam DIPA setiap Pengadilan 
Agama dalam arti pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara karena 
sudah disediakan oleh Negara. 
Berbicara masalah uang apalagi uang milik negara sudah tentu tidak bisa 
dipergunakan semau gue. Melainkan harus jelas pengaturan dan 
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 Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, keuangan, Penelitian (16 juli 2010) 
     No       Tahun Jumlah Perkara 
1. 
2. 
3. 
4. 
2007 
2008 
2009 
2010 
Delapan Perkara 
Sepuluh Perkara 
Dua puluh satu perkara 
Dua perkara  (sampai dengan bulan Juli) 
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pertanggungjawabannya. Pengadilan Tinggi Agama selaku garis depan Mahkamah 
Agung juga Mahkamah Agung itu sendiri sebagai bapak semua Peradilan sampai saat 
ini rasa-rasanya belum mengeluarkan suatu petunjuk tentang harus bagaimana tentang 
mekanisme pelaksanaan pembayaran biaya perkara bagi yang tidak mampu yang 
dibebankan kepada negara, sehingga dalam kenyataanya antara Pengadilan Agama 
yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. 
Mekanisme pelaksanaan pembayaran dari bendahara/DIPA kepada jurusita 
untuk perkara prodeo pada kebanyakannya dilakukan manakala perkara tersebut telah 
selesai diputus, hal ini berdasar kepada suatu anggapan klasik dimana Negara 
bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan.  
Selain itu juga, selama ini pihak KPPN dapat mengeluarkan uang manakala 
disertai dengan bukti tanda tangan seorang jurusita dalam relaas untuk melakukan 
panggilan sekalipun pada kenyataannya belum jelas dari mana jurusita mendapatkan 
biaya panggilan tersebut.  
Apabila biaya panggilan tersebut menggunakan uang kantor, maka atas dasar 
apa hal tersebut dapat dilakukan. Padahal, apabila kita melihat ketentuan dimana yang 
berhak memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan uang untuk panggilan adalah 
hanya Majelis Hakim yang ditujukan kepada kuasa Pengguna Anggaran/Panitera 
sekretaris, yang selanjutnya panitera sekretaris memerintahkan kepada Bendahara65. 
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1. Mekanisme Berperkara Prodeo Pada Tingkat Pertama 
Pada pengadilan tingkat pertama, maka terdapat beberapa tahapan acara 
persidangan yang harus dilaksanakan dalam perkara prodeo yang berkaitan dengan 
para pihak, Majelis Hakim, Panitera / Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran66. 
a. Mekanisme Beracara Bagi Pihak Penggugat / Pemohon yang 
mengajukan perkara prodeo. 
1. Pihak Penggugat / Pemohon yang hendak mengajukan perkara dengan 
prodeo, maka harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada 
Majelis Hakim dengan ketentuan : 
a. Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam 
surat gugatan/permohonan; 
b. Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk 
berperkara secara prodeo; 
c. Dalam petitum mencantumkan ; 
1 ....................................................... 
2. ..................................................... 
3 ....................................................... dst. 
                                                           
66
“Proses Beracara secara Cuma-Cuma dan Kaitannya dengan DIPA pada Pengadilan 
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+Beracara+Secara+Cumacuma+Kaitannya+Dengan+DIPA+Pada+Pengadilan+Agama 
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d. Memberi izin kepada Penggugat/Pemohon untuik berperkara 
secara cuma-cuma ; 
e. Membebaskan Penggugat/Pemohon dari segala biaya perkara ; 
2. Penggugat/Pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan 
melalui Meja I, kemudian Kasir Pengadilan Tingkat Pertama akan 
mengeluarkan kwitansi SKUM ( Surat Kuasa Untuk membayar ) 
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). 
3. Setelah berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan Agama, maka 
Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majlis Hakim untuk menangani 
perkara tersebut ( PMH ). 
4. Majelis Hakim menetapkan Hari sidang ( PHS) dan memerintahkan 
jurusita untuk memanggil Penggugat/Pemohon dan 
Tergugat/Termohon. 
5. Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggara ( 
Pansek ) agar mengeluarkan biaya panggilan masing-masing satu kali 
biaya panggilan untuk Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon 
dalam bentuk sebuah instrumen, yang selanjutnya pula Kuasa 
Pengguna Anggaran/Pansek mengeluarkan perintah kepada bendahara 
pengeluaran juga dalam bentuk sebuah instrumen. 
6. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/pemegang buku 
Jurnal Keuangan Perakara, dan petugas/pemegang Buku Kas 
Pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam buku-buku. mereka 
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sebagai penerimaan panjar pertama.Pada hari sidang yang telah 
ditentukan, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih 
dahulu memeriksa permohonan beracara secara cuma-cuma tersebut di 
dalam persidangan. 
7. Apabila permohonan beracara secara prodeo terbukti dan permohonan 
tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela 
yang dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan. 
8. Salinan amar putusan sela tersebut diserahkan oleh Majelis Hakim 
kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pasnek) guna pembayaran perkara 
oleh negara. 
9. Pansek menyerahkan salinan amar putusan itu kepada Bendahara Rutin 
dengan perintah agar mengeluarkan sejumlah uang panjar sebesar Rp. 
531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikurangi jumlah 
uang yang sudah dikeluarkan sebagai biaya panggilan pertama. 
10. Dengan diterimanya uang panjar dari Bendahara Rutin, Kasir 
mengeluarkan kwitansi SKUM sejumlah uang yang diterima. 
11. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/pemegang buku 
Jurnal Keuangan Perkara, dan petugas/pemegang Buku Kas Pembantu 
mencatat penerimaan tersebut di dalam bukubuku mereka sebagai 
penerimaan panjar kedua. 
12. Apabila permohonan prodeo tidak terbukti, Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan sela yang berisi memerintahkan 
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Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai yang 
ditaksir oleh Meja Pertama, jeda waktu pembayaran diberikan selama 
satu bulan. 
13. Apabila Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sesuai perintah 
dalam putusan sela Pengadilan, Kasir wajib mengembalikan uang 
negara tersebut ke negara. 
14. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila terjadi kelebihan biaya 
perkara, Kasir wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara tersebut 
kepada kas negara. 
15. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila biaya perkara ternyata 
kurang, Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk mengeluarkan biaya perkara tambahan yang 
diperlukan dengan menggunakan instrumen. 
16. Seluruh biaya perkara yang tercantum dalam putusan pengadilan, 
harus sama dengan biaya yang dikeluarkan negara melalui DIPA 
Pengadilan Agama67. 
b. Mekanisme Beracara Bagi Pihak Tergugat yang mengajukan perkara 
prodeo. 
Bagi pihak Tergugat yang hendak mengajukan perkara secara prodeo, maka 
terdapat mekanisme beracara sebagai berikut : 
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1. Apabila pihak Tergugat dalam persidangan, memohon beracara secara 
prodeo, kesempatan hanya ada pada waktu menjawab gugatan 
Penggugat/Pemohon Permohonannya disampaikan satu dengan 
jawabannya. 
2. Apabila permohonan beracara secara cuma-cuma oleh Tergugat 
dikabulkan dan dalam perkara tersebut Tergugat dikalahkan, maka 
Tergugat dibebaskan dari membayar biaya perkara. 
3. Biaya perkara dibebankan kepada negara dengan cara menyerahkan 
salinan amar putusan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran dan diteruskan kepada Kasir. 
4. Kasir mengembalikan sejumlah uang yang disetor Penggugat/Pemohon 
kepadanya dan menerimakan uang perkara yang disetor Kuasa 
Pengguna Anggaran sebagai gantinya. Semuanya dicatat di dalam 
buku-buku keuangan68. 
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c. Contoh Berita Acara Persidangan (Cerai Gugat) Perkara Prodeo 
BERITA ACARA PERSIDANGAN 
Nomor: ..../Pdt.G/ ........./PA. ..... 
Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama...... yang memeriksa dan 
mengadili perkara perdata, yaang dilangsungkan pada hari ....... tanggal ........, dalam 
perkara antara: 
 
......................, umur ......... tahun, agama islam, pekerjaan 
.........................................., 
 
Bertempat tinggal di ......................................................................................., 
Sebagai Penggugat. 
L a w a n 
 
..............,umur.........tahun,agama islam, pekerjaan................................... 
 
Bertempat tinggal di ......................................................................................., 
Sebagai Tergugat. 
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Susuran persidangan: 
.........................................., sebagai Ketua Majelis; 
.........................................., sebagai Hakim Anggota; 
.........................................., sebagai Hakim Anggota; 
.........................................., sebagai Panitera Pengganti. 
 
 Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua 
Majelis, pihak-pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang. 
Penggugat datang menghadap di persidangan. 
Penggugat datang menghadap persidangan. 
Majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak 
berhasil. 
Lalu dibacakan; 
1. Surat gugatan Penggugat yang terdaftar di dKepaniteraan Pengadilan 
Agama.........., Nomor......../Pdt........./20......./PA.........Tanggal......... 
2. Surat keterangan tidak mampu untuk membayar biaya perkara 
tanggal............yang dikeluarkan oleh......................................................................, 
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Selanjutnya terjadi tanya jawab antara Hakim dengan pihak-pihak yang 
berperkara sebagai berikut: 
Pertanyaan (kepada penggugat): 
a. Apakah ada tanbahan atau perubahan terhadap surat gugatan saudara ? 
 Tidak ada; 
b. Bagaimana sikap saudara terhadap surat gugat saudara ? 
 Saya tetap pada pendirian sebagaimana dalam surat gugat; 
c. Apakah saudara tetap memohon perkara secara Cuma-Cuma ? 
 Ya, saya tetap atas permohonan saya untuk diizinkan berperkara 
secara Cuma-Cuma; 
Pertanyaan (kepada tergugat): 
d. Bagaimanakah sikap saudara atas permohonan penggugat untuk 
berperkara secara Cuma-Cuma ? 
 Saya tidak keberatan. 
Setelah majelis hakim bermusyawarah, lalu menjatuhkan putusan sela69 
dalam sidang terbuka untuk umum sebagai berikut: 
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P U T U S A N 
Nomor;............./Pdt........./20.........../PA ............ 
BISMILLAHI RAHMANIRRAHIN 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama.........., yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam 
perkara antara: ...................................................................................................., 
 
....................., umur.....tahun, agama islam, pekerjaan....................................., 
Bertempat tinggal di .................................................................; 
Sebagai penggugat ;.................................................................... 
 
L a w a n 
 ...................., umur.....tahun, agama islam, pekerjaan..........................., 
  Bertempat tinggal di .................................................................; 
  Sebagai tergugat.......................................................................... 
 Pengadilan Agama tersebut ;.................................................................., 
 Telah mmbaca surat- surat perkara ;........................................................ 
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 Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara. 
 Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk 
berperkara secara cuma- cuma berdasarkan alasan karena ia tidak mampu untuk 
membayar biaya perkara ;............................................................................................... 
 Menimbang bahwa untuk meneguhkan keterangannya Penggugat telah 
mengajukan Surat Keterangan tidak mampu untuk membayar biaya perkara 
tertanggal..........................dikeuarkan oleh.....................yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa ternyata Penggugat adalah orang yang tidak mampu;................... 
 Menimbang , bahwa tergugat membenarkan keterangan Penggugat dan 
tidak keberatan atas permohonan penggugat untuk berperkara secara 
prodeo;....................... 
 Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut terdapat cukup 
alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma- 
Cuma;............................................................................................................................... 
 Memerhatikan, Pasal 239 HIR/ Pasal 277 RBg serta ketentuan- 
ketentuan hukum lain yang berkaitan,............................................................................ 
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M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan permohonan Penggugat;................................................... 
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma.............. 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama.......................pada hari...........tanggal...............Masehi bertepatan 
dengan tanggal....................Hijriyah oleh...............sebagai Ketua 
Majelis,................dan sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Mejelis Hakim didampingi oleh Hakim- 
hakim Anggota dan dihadiri oleh ...................................Panitera Pengganti Pengadilan 
Agama.................serta Penggugat dan Tergugat................ 
 
HAKIM ANGGOTA     HAKIM KETUA 
1. ..............................     ............................ 
2. ............................. 
 
PANITERA PENGGANTI 
............................................ 
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Setelah putusan tersebut  dibacakan, Ketua Majelis memerintahkan pihak- 
pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan tentang pokok perkara dengan 
menyatakan sdiang tertutup untuk umum. 
Selanjutnya terjadi tanya jawab antara Hakim dengan pihak- pihak 
berperkara sebagai berikut : 
...........................................................................................................................
(Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana mestinya) 
 
................................................................................................................. 
Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh 
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti . 
 
Panitera Pengganti      Ketua Majelis 
 
.............................     ........................ 
 
 
 
 
  
73 
 
2.  Solusi Pemecahan Masalah Berperkara Prodeo 
 Setiap permasalahan hendaknya memiliki solusi yang harus dilakukan untuk 
meminimalisir hambatan akan suatu hal pemenuhan kebutuhan. Khsususnya 
mengenai masalah keringanan mengenai biaya perkara, mengingat bahwa masyarakat 
Indonesia sebagian besar merupakan masyrakat yang kurang mampu. Dalam hal 
pemenuhan kebutuhan sehari- hari saja sudah sangat kurang, apalagi untuk memenuhi 
kebutuhan akan keadilan. 
 Oleh karena dibutuhkan rumusan solusi yangdapat menangani peramasalahan 
mengenai keringanan biaya terhadap orang yang kurang mampu, agar seluruh rakyat 
Indonesia dapat memenuhi semua kebutuhan kehidupannya. 
Pertama, dalam menangani perkara prodeo, jika permohonan prodeo 
dikabulkan, maka seluruh biaya untuk keperluan perkara tersebut dibebankan pada 
mata anggaran Rp 5.250 untuk alokasi penyelesaian kerkara sehingga kuitansi penjar 
biaya perkara tidak hanya SKUN yang berisi nilai Rp. “nihil” yang dikeluarkan oleh 
meja satu, tetapi juga ada kuitansi kegunaan biaya untuk keperluan persidangan yang 
dikeluarkan oleh panitera yang nantinya juga merupakan bukti pembayaran yang 
harus diganti oleh pemohon prodeo, jika sekiranya permohonan untuk berperkara 
secara prodeo ditolak. Semua pengeluaran biaya untuk perkara prodeo tersebut dicatat 
oleh panitera dalam catatan tersendiri70. Pembukuan yang baik harus dilakukan oleh 
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Panitera agar pelaksanaan pelayanan hukm dapat terlaksana sesuai dengan aturan 
yang telah ditentukan. 
Kedua, apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, maka 
seharusnya amar dalam putusan akhir tidak hanya menyatakan “membebaskan 
permohonan prodeo dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini” atau “biaya 
perkara nihil” seperti umumnya yang kita jumpai. Sebab amar putusan seperti ini 
belum menentukan secara jelas, kepada siapa biaya perkara tersebut dibebankan dan 
berapa pengeluaran biaya akibat perkara tersebut. Sehingga semestinya “ada diktum 
tersendiri” yang menyebutkan pembebanan biaya kepada Negara sekaligus berapa 
biaya yang dibebankan. Misalnya, “membebankan segala biaya yang timbul akibat 
perkara ini kepada Negara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. …..”71. 
Dalam putusan harusnya jelas diterangkan mengenai tujuan dari permohonan, agar 
jelas hukum yang diputuskan dan harus dilaksanakan. 
Amar putusan seperti di atas, di satu sisi memberikan kejelasan dan 
kepastian pembebasan biaya kepada Negara, juga lebih mencerminkan pengayoman 
Negara lewat pengadilan terhadap pencarian keadilan yang tidak mampu dari segi 
ekonomi dalam upaya memperoleh hak perdata mereka. Hal seperti inilah yang 
diamanatkan pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970, bahwa dalam perkara perdata, 
pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 
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mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 
sederhana , cepat dan biaya ringan. 
Di sisi lain, amar seperti di atas juga menunjukkan pertanggung jawaban 
pengeluaran dan penggunaan anggaran Negara. Karena itu, selain besarnya biaya 
akibat perkara tersebut disebutkan dalam amar, juga dicantumkan biaya-biaya 
tersebut dalam perincian biaya, sesuai maksud pasal 91 ayat (1) UU No. 7/1989. 
Ketiga, agar pihak pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh hak 
perdata mereka di Pengadilan Agama, perlu ada mata anggaran tersendiri untuk biaya 
operasional, khusus penanggulangan perkara prodeo, seperti halnya pada perkara 
Pidana di Pengandilan Umum yang dijamin pembiayaan perkaranya bagi yang tidak 
mampu (SEMA No. 3/1985) sampai pada penasehat hukumnya pun adanya alokasi 
dana untuk itu72. Dalam hal biaya untuk memenuhi keadilan khusus bagi orang tidak 
mampu, pemerintah harus dapat mencurahkan perhatian yang lebih lagi, demi 
kelangsungan pemenuhan keadilan bagi seuruh masyarakat Indonesia. 
Ada hal yang mengembirakan untuk masa yang akan datang bagi Peradilan 
Agama dengan keluarnya Menteri Agama RI No. 485/1999 Tentang Rencana Induk 
Pengembangan Peradilan Agama (RIPPA) tahun 2000 s/d 2009. Sasaran pokok dari 
Keputusan tersebut adalah Pengembangan Peradilan Agama untuk 10 tahun 
mendatang yang meliputi: Tenaga Peradilan, sarana dan prasarana, tata laksana 
                                                           
72
 Ibid. 
  
76 
 
hukum materil dan formil serta hisab rukyat73. Terlebih alokasi anggaran yang 
direncanakan, tidak hanya sektor agama seperti selama ini, tetapi juga dari sector 
hukum. Sehingga memungkinkan pemerataan pelayanan di bidang hukum seperti 
yang dilaksanakan GBHN. Hal ini akan lebih berdaya guna jika sekiranya untuk pos 
kegiatan seperti: sidang keliling, penyuluhan hukum, juga termasuk pelayanan 
berperkara secara prodeo ditentukan dalam mata anggaran tersendiri, atau paling 
tidak diperbesar anggaran dananya. 
Keempat, untuk menghindari besarnya pengeluaran anggaran Negara dalam 
pelayanan perkara prodeo, sekaligus memudahkan pengadilan (putusan 
Jurusita/Jurusita Pengganti), perlu ada petunjuk teknis yustisial dari Mahkama Agung 
RI yang berupa hukum acara yang dapat dipedomani di Pengadilan, dalam hal 
pemanggilan, pemberitahuan, penyampaian pengumuman, teguran dan sebagainya. 
Dengan menggunakan sarana informasi dan telekomunikasi dewasa ini seperti 
melalui RRI atau radio swasta, seperti halnya dalam perkara gaib untuk perkara 
perkawinan (pasal 27 PP. No. 9/1975 jo pasal 139 KHI) atau menggunakan Radio 
Telekomunikasi Daerah  (Ratelda) dan sejenisnya, terutama untuk daerah-daerah 
yang sulit dijangkau. Hal ini mungkin lebih efisien dan efektif karena selain 
meringankan beban Negara, juga lebih sederhana dalam hal acara. Hal seperti ini 
merupakan pengecualian hukum acara dalam hal di atas.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat dikemukakan beberapa 
kesimpulan antara lain sebagai berikut: 
1. Seluruh rakyat Indonesia bersamaan bersamaan kedudukannya didepan 
hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih banyak lagi memperhatikan 
pelayanan terhadap masyarakat tanpa ada pembeda antara satu dengan yang 
lain. Meningkatkan kualitas pelayanan harus pula dibarengi dengan 
peningkatan kualitas pejabat yang melakukan perlayanan publik, khususnya 
untuk pelayanan keadilan. 
2. Perkara Prodeo adalah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara, maka 
biaya yang timbul ditanggung oleh negara melalui putusan sela majelis hakim. 
Perkara prodeo merupakan perkara Cuma-Cuma yang diberikan kepada para 
pencari keadilan yang notabennya adalah warga yang tidaak mampu. Hal ini 
dikarenakan   supaya semua warga negara Indonesia mendapatkan kepastian 
hukum dan kepuasan hukum tampa ada terkecuali. 
3. Sudah merupakan hak bagi warga miskin untuk mendapatkan keadilan. Dalam 
kehidupan bermasyarakat terkadang warga negara harus mempertahankan 
ataupun membela hak yang dimiliki, agar terjaminnya kehidupan selanjutnya. 
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Dalam Islam juga diisyaratkannya kita mengembalikan semua hal pada 
ahlinya, 
4. Untuk mencapai terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, 
dan sejahtera, pemerintah kemudian mengatur tentang bagaimana bila warga 
yang tidak mampu ingin menuntut ataupun membela hak yang dimilikinya. 
Tentu saja penuntutan hak tersebut harus melalui mekanisme yang telah diatur  
oleh Pemerintah.  
5. Sebelum penanganan perkara prodeo pada Pengadilan Agama dimulai dengan 
masuknya permohonan Penggugat ataupun Tergugat pada administrasi pada 
Pengadilan Agama , terlebih dahulu harus melengkapi berkas untuk 
berperkara prodeo utamanya padaa persyaratan. setelah terpenuhi 
berkas/syarat yang diajukan oleh pihak yang melakukan permohonan maka 
dilanjutkanlah dengan sidang insidentil. Setelah mendapatkan ketetapan 
mengenai prodeo, barulah dapat diproses pokok perkara untuk selanjutnya. 
6. Permasalah prodeo sangatlah sensitif, dikarenakan bila berbicara mengenai 
biaya maka ada rasa terbebani akan hal tersebut. Terkadang warga yang ingin 
menuntut haknya merasa minder ataupun takut karena tidak memiliki uang. 
Menurut kebanyakan pandangan masyarakat bahwa membawa masalah ke 
meja hijau harus disertai dengan harta yang juga bisa sebanding dengan 
putusan yang kemudian dihasilkan. 
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7. Dengan adanya prodeo, diharapkan mampu mengatasi kesulitan masyarakat 
tidak mampu dalam hal pemenuhan keadilan, yang mana keadilan harus sama 
rata bagi semua warga negara.  
 
B. Saran 
1. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang seimbang dan selaras, 
hendaknya tidak ada diskrimansi dalam segala aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara, khusus dalam bidang pelayanan hukum yang 
mana semua orang mempunyai hak yang sama. 
2. Perhatian dari pihak yang berwenang sangat penting dalam 
pelaksanaan pelayanan dalam bidang hukum. Peraturan pemerintah 
harus lebih efisien dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Tidak 
hanya tertulis sebatas sebagai Undang- undang tapi benar- benar 
bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. 
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